KONTEKS SOBJAL PERTUMBUHAN
BANTUAH HUKUM

Perkembangan dalam bekeganva
sistim hukum seria interaksi antara
komponen-komponeanys, peningkat-
an masukan-masukan ke dalam proses
pengelolaan sistim hukum dan pem-
bentukan awal aspek ideclogls dari
sistim hukum nasional sebagai bagian
dad sistim budaya Indonesia, me-
rispakan faktor-faktor peating vang
mendukung perfumbuhan kuantitatip
organisasi-organisasi bantuanhukum di
indonesia, disamping faktor-faktor lain
sepertl penegasan resmi tentang gagas.
anp pemerataan dalam-strategi pemba-
ngunan berlkut kebuakan kebijakan
dalam polifik p m’t}anﬂunan
. Paktot-: yang -bekera df ting-
kat supra-struktur tersebut, dikondisi-
kan  olehi:

kan hegemom
sat kekuasaan® pohtz}\ dan ckonomi
yang melahzr_kan pelbagai b&ntuk keti-

dak adilan truktural vang antara ain
tampil dalam Wwajah }\etsda}cmerataan'

kesempatan serta pengasingan rakyat
dari peluang-peluang partisipatip da-
lam proses pembangunan.

Keadaan terakhir i ini, memmbu}kan _

pola-pola hubungan vang menmdas
sekalisus meniadakan kemungkinan
pertumbuhan kekuatan-kekuatan mak-
rososiologis dalam masyarakat dan pa-
da gilirannyva menciptakan wilayah-wi-
layvah permisive bagi kekuatan-kekuai-

an politik, ekonomi dan sosial terteniu -

BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DAN USAHA-
USAEA PENGORGANISASIANNYA o KE ARAH
“PELEMBAGAAN PARTISIPASI

Oleh : Mulyvana W. Kusumah

struktur—struktur politik,; -

upava-upaya sisiematik  membenfuk
kesadaran palsu demi menjeimakan
citra bajik struktur-strukfur di atas.
Salah satu konsekuensi logis dard
hubungan-hubungan dialektis antara
proses-proses budaya dengan strukiuz-
sirukiur yvang terlukis di atas adalah
dengan beberapa perkecualian dan pe-*
nylmpangan — bhangkitnya sejumlah
pranam yang menyandanrr dan me-f
mainkan . peranan—peranan ambwdenf
yang secam -1delogist sebdgmn besar
bahkan harya terbatas pada permuka- :

‘an-dan ritualisme verbal belaka — ber--!

orentasi pads pemerataan dan pene-
gakan keadilan, seringkali juga pada
reformasi dan transformasi struktural,
namun beropemm secara konformis
dalam tataran masyarakat yang mapan -
dan melaksanakan penyesuaian-penye-

suaian Konsensual paéa tmgkat kegiat- |

: N [4p
ekonomi dan sosxal yanﬂ mencermin- 5 an. teroz anisasi.

an ‘dominasi pusat-pu- . K
R kuantztatlp organ
-'___hams dipahami.

Dalam Lontek'”m lah yenmgkatan :

Dari sudut pan ngan para peme-
gang kekuasaang: orgamsaal-oroamsam
ini — apabila dengan keserbanekaan
asal-usul dan Lebhmekaan aspiram e Fi-
dak dianggap mengancam staiusquo
bahkan dalam banyak nal mampu
berfungsi  melokalisasikan  konflik
strulctural untuk tidak terangkai seba-
cai konflik politik skala nasional me-
fainkan hanva di tingkat lokal, me-
ngakomodasi kebuiuhan kebutuhan
hukum golongan disprivilese, bahkan
membendung gejolak sosial dan men-




Bﬂz‘uarzh’ukzm ;

S teta :55.'d1akui karena
‘- tidak - mengganggu: pelestarian - proses
. 'budaya__ an kekokohan struktur-struk-
sturesyang’ menﬂumungkdn ehte-ehie
vang: berkuasa ; :
Dari sudut: pandangan produk pe'l-
chdlkan hukum, yakni para abli-hukum
danisaijana hukum spengorganisasian
-bantpan: hukum:smempunyai. banyak
-fungsi, antara-lainiscbagai matarantai
-pefjuangan:menegakkan :cita-cita ‘negs-
ra hukum berikuf nilai-nilal vangidajim
melekat padanya seperii “penghormat-

L3

persamaan i muka . hukum ”, ""”.c'iil_e,=._
process. of law dan. sebavamya seba-
gai bd“mn dari usaha menduduki spekﬁ
trum peranan yvang lebih loas; uniuk
meningkatkan
salnya pada-kasus intensifikasi pendi-
dikan  hukum. klinis ‘sebagai kegiatan
infi. beberapa organisasi-banfuan :hu-
kum -di, universitas); memperoleh. gan-
jaran-ganjaran sosial dan:memperkuat

"profesionalisme 7 (mi- -

éiﬁ”géﬁavai keknatan dalam: masy s

kat yang-harus.diperhitungkan{seperti =
diketahui komunitas ilmy hukum agak- -
tersisih dalam tahap .awal pembangun
an Ozde Baru dengan onentasa paﬂ:um_

an’ bam:uan hukum sebagm wahana
pefivangsn’ - ‘dengan’ segala dxmaﬂﬁ
politiknya  ~ untuk mela.kukan_: '
ubzhan- pc,mbahan stmkt : 4
cmtakan kOIldlSi bagl pemerd
rakyai dan kendak adllan strukt
Pertumbuhan kuantitahp OFga
orgamsam bantuzn hukum vang dapat :
ditihai sebagai gejala hukum dan gejala
tsosial-di Indonesia-itu terjadi terutama -
dalam dasawarsa 70~an, sebagalmana
dilukiskan di ‘bawah ini yang merupa-
kan hasil pengolahan catatan. Program -
Penunjang Bantuan. Hukum. Indone- R
sia. 1) N

Tahup berdiri dan distribusi organisasi bantuan hukum difndonesia . -

“Dibawah Universitas i
B e Non Unwers;tas
Tabtup -berdisi oo NOER Pt :
S . BHAKY Luar Luar Luar
Jawa ool Jawa Jawa Fawa ! Jawa
1960 - 1964, 1. 1
196500969004 201 - o - 3 = -
1970 - 1974 . > i 2 =
1975 ~.1979 e 48 6 — Qi ts
1980 sekarang e v
udai«: dzketzﬁlul . 1 1
Jumlah ) 12 7 - 15 i

Perbandingan berdirinya organisasi bantuan hukum datam sepuluh  tahun

Tahun berdis Jumlah
1960 - 1969 3
1670 - 1979 33
'.'._.Jumian ' 36

1. PPBHILKUL. .Profii LBIJBBH Peseria



Huylkuin dan Pembarigunan

nganomelihat - gambaran demi-

k1an nrzkadua kesimpulan: penimg
yang dapat duank adalah

: gan pasaran ‘kerja vang memang ter
pus&t d1 Pul:m laun éan danban be-

gitu adanya suatu (ali temali anfara
pela-pola profesional dengan pola-pola.
struktural, 2} peningkatan peranan;pa-
ra ahli hukum scbagai “concepiive
ideologist’ dan juga scbagai intelektual
organik ‘dari klaskias dominan 3) di-
perkotaan khususnva di-Pulau Jaws
serta -~ sebab-sebab -lain yang terletak
pada proses-proses budaya dan penen-
tu-penentu struktural seperti vang te-
lah disinggung pada bagian awal tulis-
anini. | i

Perkembangan’ organisasi hukuny iri
dapat juga dijefaskan sebegal bagian
-dari gkiivitas di bidang hukum unink
meénghadapi problem sosial tertenin

Padan antara masalah hukum dan problem sosial.

Masalah Iiukum

Problem Sosial :

Y f-?é‘radiian' yang cepat,
“murah dan sedethana.

. Ketidaksesnaian antara perminta-

anfkebutuhan warganegars dan fa- ' -
silitas pengadilan. '

2. Pembeniukarn Pengadilan
administrasi

. Peranan pemerintah yang semakin =

besar :dan volume pekerjzan serta
campur fangannya vang semakin
besar pula menimbulkan kebutuhan
akan  cara-cara pengendalian yang
baru.

3. Pemberian bantuan

. Kepincangar sosial yang terutama ©

hukum bersumber pada pertumbuhan eko- .
# nomi masyarakat.
4. Pengembangan bidang 4. Proses  pembangunan  ekonomi
ekonomi membawa interaksi vang semakin

intensif antara sektor kehidupan in-
dividu ¢an publik yang berarti pula
timbulnya lebih lebih banyak ke-
tegangan di antara keduanya.

2. Bundingkan dengan Suatu urafan menarik

renrang hol i di Broxil dalam Joaquim

A, Faleao, VLewyers in Brazil: Ideals

and Proaxis', miemanional Jowmal of So-
clology of Law, 1979, 7, 355-375.

3. Maureen Cain, '"The General Praciice

Lawyer and the Clienr: Towards g Radi-

- ool Concepion'y Ibid, w331-354. me-

rek parg ahli hukum.

Di Indonesia, dikenal adanye "bush
lawyers” yong banvak beroperasi i luar
daerahi perkoraan, Serta personil-personil
prarae-professional seria paradegal yang
mengisi kekosongan pelavanmn hukum di
dalam masyerakatr. Sebuah bacaan ten-
tane Ynara-lecal mdivicduals™ il Lihar



. ebagamana yang chragakan oleh i’mf

e :.Dr Sat;spto Rahardjo SH 4) berikut-
e P

.-.-.-5;_,:,ebag31_ demﬁnan, maka betapapun
_juga Kegiatan bantuen hukum tidak da-
-pat dipisahkan dari perkembangan per-
‘aturan-peraturan dalam bidang baniu-
an - hukum gendid. Ustuk menunjang

i’é;ﬁitu_gfé;ﬁ-:__b@ra_mi'aﬂ mengenai bantean hukum di Indonesia

kesmambungan alasan perbancim n :
berdasaskan wakin, di bawah ini akan R

aturan yang berkaitan dengan bantusn .

hukum dengan pembagian peraturan-.
peraturan sebelum tahun 1970-20 dan
peraturan-peraturan  setelah  tahua @
1970-an. 5) arE

. Peraturan pm 1970-an

Peraturan post 1970-an

: .1 .R¢glen€ent op da ixechterlnke OJ:~
" ¢ ganisatie en het belied der Justitie
" {R.0.) Sib, 1847 No. 23

2. Bepalingen betreffende het kostum

“der rechteriijk ambtenaren en dat

“der advocaten, procurenns en deur
: '-'Waarders, Stb. 1848 No. 8

3. ‘Vextegen woardj,gmg van de Lande
.. in Rechien, $tb. 1922 No. 522
4. Regeling van de bijstand en de
- vergenworging van Partijen in de
o Burgerlijke zaken voor Landraden,
- '8Bth. 1927 No. 496,

5. Hewziene Inlandsch Reglement,,
Stb 1941 No. 44

6. Penpres No. 16, 1963

7 UU, No. 1, 1950 dan No. 16/1963
. .

9.

. Per, Men. Kehaliman Mo, 171965

Telegram Dir. Kehakiman Angkat-
an Damt 2 Juli 1869

Iﬂ Surat Mahkamah Agung tgl. 2 Juni
1939 dan 4 Januari 1969

' 11.8uzat Edaran Mahkamah Agung
Wo.2{1859 dan Ne. 5/1962

12.5uzat M. A, 6 Sept. 1969

135K Mah. Agung No., 1/1969 dan
Instruksi M.A. No. /1969

™

. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 |

. Surat Edaran Mahkaman Agung Ne._
02/1971

. Surat Edaran Mahkamah Agung 1
01/ 1971

. Surat Bdaran Direktur Jenderal
Pembinasn Baden-badan Peradilan
Depsrtemen Kehakiman tanggal 12
Oktober 1974

. Instruksi Pangkopkamiib No, Ins, -
O3/KOPKAM/XI/ 1978,

. Keputusan Menteri Kehakiman No..
M, 02. UM. 09.08 Tahun 1980,

S, Diolah dard Abdurrahimean, Bebhereng Ao




Hukum dan Pembangunan :

Sejauh 1m udmpaknya belum terd@

- _pét peraturan khusus yang bt n'rratu;‘

- pengorganisasian” bantian hukum di
- Indonesia.

C“Suatu . gejala lain adalah terdapat-
“aya politisasi yang kian menonjol da-
“tam-kegiatan-kegiatan organisasi ban-
‘tnen hukum yang juga mulai terlihat
-dalam - dasawarsa 70-an ini, antara lain
misalnya ketika pada awal 198C-an la-
" hir beberapa organisasi bantuan hu-
kum yang beraffiliasi dengan kekuat-

i an—kekuatan politik dominan.

- Melipatnva Jumlah organisasi-orga-
nisasi baniuan hukum di Indonesia be-
o berapa. fahua ferakhir ini ditambah
pula dengen berseminya gagasan-gagas-
an progresip di bidangbantuan hukum
sepert] bantuan hukum aktip, bantuan
hukam dalam arii luas, dan yang seca-
ra konseptusl felah disepakati oleh
organisasi baninan hukum ferbesar di
Indonesia vakpi LBH Jakarta dan
prakiisi serfa orgapisasi bantuan hu-
kum lain adalah gagasan banfuan hu-
kum strukiural, yang pada mulanya
berawal dari diskusi-diskusi oleh prak-
tisi dan pengaji bantuan hukum di
LBH Jakarta, pada tahun 1978

Tulisan ini zkan mencoba menyo-
roi Implementasi organisational kon-
sep bantuan hukum di Indonesia de-
ngan sasaran perhatian. utama pada
L.BH lJakarte vang dipandang sebagal
pelopor operasionalisasi bantuan hu-
kum struktural, pra kondisi dan kon-
disi  bagi pengembangan organisasi
bantuana hukum serta prospek peng-
organisasian bantuan hukum struktural
di Indonesia.

ORGANISASL BANTUAN HBUKUM
Pl INDONESIA DAN RUANG LING-
KUP KEGIATANNYA @

Kokohnya dayva dukung organisa-
sional merupakan faktor utama vang
menentukan daya guna dan hasil
guna kegiatan-kegiatan banfuan hu-

suas hubungan- hubunuan hukum dx-.
- Iain fihak..sebagai komponen vang

mencerminkan hubungamhubungan
sosial  obyektip dalam masvarakat,
Oleh karena itu suatu organisasi bap-
tuan hukum, terutama vang berada
di bawah aaungan universitas, sering
kali tunduk pada aturan-aiuran vang
mengatur satuan organisasi vang lebih
fuas, Organisasi bantuan hukum demi-
kian biasanya dikungkung tidak hanya
oleh oforitas vang menutup peluang
pendavagunazn sarane dan  fasilitas
yang ada, melainkan lebih jauh lagi
memperoleh hambatan dalam pengem-
bangan konsepkonsep kegiatannya,
Niiai penting vang dianut adalah orien-
tasi ke arah integrasi dengan sistim
aturap-aturan vang berjalan ataupun
nilai-pilai lain yang terkandang berada
di seberang nilai-nilai asasi bantuan hu-
kum. Dalam keadaan ini, kemandekan
dalam pengembangan konsep, rintang-
ap-rintangan operasional dan sejumlah
koadisi eksternal lain membawa akibat
organisasi baatuan hukum terlentu
lambat atau cepat hanys tegak sebagai
iembaga dalam pengertian fisik saja.

Sebagai suatu pranata sosial, organi-
sasi banfuzn hukum mengemban pe-
ranan sosial dengan sejumlah harapan-
harspan peran yang membebaninya,
dan dengan begitu ia harus seoptimal
mungkin bekerja untuk mempertahan-

kan eksistensinya dalam konteks ierse-
but.

Didorong cleh kenyatazn-kKenvata-
an yang semakin mengatupkan ke-
mungkinan pelaksanaan banfuan hu-
kwm secara lebih terarah dan terdapat-
nya landasan strategis bagi pengem-
bangan bantuan hukum yang fermuat
di dalam Garis-garis Besar Haluan Ne-
gara RI, maka pada tahun 1978 dige-
lenggarekan suatu lokakarya bantuan
hukum vang diprakarsai oleh LBH
lakarta dan LKBH FHUI dengan me-
ngikuisertakan beberapa peserta dari
organisasi organisasi bantuan hukum di



Jumlah ah?%l hukum pada kagmian—
; Lamian_bdnwan hukum dan guna me-

; 'haszl mcrumuskan ps.nnerima»
pen beruan dasar meagenal bantuan hu-
._kum antara Jain.vang menyangkut arti,
sasamn _ommtasx muang. Hogkup ke-
gigtan-kegiatan . bantnan  hukum..dan
. guna. memuznikan pengeman bantuan
Jhpkum itu. berhdsﬂ _merumuskan pe-
,ngartzau-pbnvemaﬂ : _d_as_ar_; smengenai
__a:_ztuan hukum nmm lain:yang me-
gkut am sasaran, orieniasi, THang
,hngkup kegatan Dbantuan hukum de-
-nganpadapokoknya menegaskan bah-
wa-bantuan, hukum. ditwjukan antuk

.iam arti Juas.

.- Seiring denﬂan mehpatnja i
organls‘m bantuan hukum, (juga }
an. dana ke beberapa organisasi:bantu-
an hukum) maka sejak. itu da
fandai, adanya perluasan kegiaia
tuan  hukum.oleh beberapa org
bantuzm hui{um dl Indonesia,. walau
pun . sesupgeuhnya _ic__eg1ata11_1i;_eg1;itgn
demikian sebelumnya telah dise ;
rakan oleh LEH Jakaxtd

pandang terkemuka di Indonesm

golongan miskin dan buta hukum da-

- ﬁérb:éhai}igﬁﬁ:_ ni_a.ﬁg imél;qp"kégiﬁféﬁ'_b:an";uan hiikum,

Kelompaok Studi &

Bantuan Hukum

Yogvakarta, Jawa ;.
.Tengall..,

Lembaga Konsuliasi &
Bantuzn Hukum, Fa-
kultas Hukum, Uni-

. versitas Lambung -
‘Mangkurat, Banjar-
“masin Kalimanfan

-Lembaga Bantuan Hukum

Jakarta

dan konsultasi hukum

informal

Perbumhan

“dan Pemerintahan
s Desa T
4.5, Penerangan Hukum
melajui pos-pos
" 6, Penerbitan buletin
. -penerangan hukum.

1. Penangangan perkara -

;2. Penataren pimpinan. .

‘3. Penataran Hukum - -

[

"4, ‘Penyuluhap Hukum =

1.; Peranganan perka-
ra dan konsultasi
hukum

-2; Penataran hukum
.. kepala desa dan”

. pengusaha ekonomi
lemah

* Penyuiuhan Hu- -

kum pada masya -

sarakat, melai\_)i
~ radio dan surat |

© kabar,

Pelayanan Masyarakat

1. Bantuan hukum rutin
(htlgasx} .
banmzm hukum bumh

i’enerangan- 3

1. Kegiatan Hdmas :

2. Pesérbitan: Bulletin LBH.™
“Buku Pintar, Naskah Ple-
- dei, Buku Laporan  Iak-
hak Asasi Manusia. Lapor-
an Tahunan LBH,

3 Penyebaran folder

4, ‘Penerbitan Buku Ulang Ta-
hn LBH
Penelitian dan Pen"embangan

I, Perelitian tingkat pengeta- |

. fahuan hukum anasyarakat .
tidak mampu di Jakarta,

. Bimbingan . pada pembela
umum; .

. Kursus bahasa 1nggns
Diskusi bulanan; ]
Karya Latihan bantuan hu-
Jeum - dan mahasiswa hue
kum; R
6. Penataran Pengacara muda. |
_praksek. pemuka informal, .
- buruh .

¥

s Ly
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Hukwn dan Pembangunan

Sungguhpun perban{imgan d1 atas
‘fidak ¢ setara’ mengingat’ perbedaan-
'perhedaan baik-dalam usia, penguasaan
sumberdaya dan sumberdana, maupun
'keknaian dava ‘dukung organisasional,
rzamun “hal’ inl menunjukkan suatu
‘gambaran mengenm TUang Imgkup da-
'1am ‘pengertian ' luas pokok ‘masalah
- ‘'vang dxgarap oleh orcamsam bantuan

hukum. 6) _

" Dialektika refleksi kritis, proses pe-
_nyadamn fdalam dizi senchn serta pola
""pemlkuan ‘negasi atas reahtas penin-
'dasan ‘telall’ membawa’ para prakiisi
dan’ téoritist bantuan hukum uatuk
“mangembangkan konsep” yang lebih
cocok bagi gerakan bantuan hukum di
Indénesia, vakni konsep bantuan hu-
kum struktural.

Konsep yvang dicoba dirintis imple-
mentasinya oleh LBH Jakarta dan
akan dicoba dikembangkan lebih jauh
pelaksanaannya oleh LBH-LBH di da-

erah tersebut mengandung beberapa

ciri pokok sebagai berikut :

1. Orientasi nilaj:

Bantuan Hukuwm strukiural bep-
tujuan utama untuk melakukan kon-
slentisasi sebagai suatu cara untuk
mengubah sedikit demi sedikit struk-
tur sosial yang tidak adil ke arah yvang
lebih adil, 7) tidak saja pada konsien-
fisasi sosial, politik, ekonomi dan bu-
daya, tetapi justru harus menciptakan
"power resources’” untuk menghadapi
Pusat yang menindas. Penciptaan ’po~
wer resources” di Pinggiran adalah
tujuan dari banivan hukum siruktu-

6. Mulyera W. Kusumah, "Perduasan Kegi-
atan Bontuan Hukwm’' Sebuah gembar-
an  dan- Analisa Ringkas", Malkolah
peda Lokakarya Bantuan Hukum dise-
lenggarakan oleh  Frogram Penunjang
Banwman Hukwm Indonesia, 17-20 AMei
1981,

7. Lirat Adnan Buyung Nasution, "Kegiat-
ant Litigasi dan Non-Litigasi dif LBH,
dalam Langkah Telah Diayunkan Sepu-
luh Tahun Lembaga Bentien Hukwm
tFafcaria: LBH, 1981} hal 16 dst fuea

ral. '8) Dalam suatu perummusan lain,
bantuan hakum struktural beriujuan
untuk - menciptakan  kondisikondisi
bagl terwyjudnya hukum yang mampu
mengubah struktur vang timpang me-
nuju ke arah stroktur yang lebih adil,
tempat  peraturan hukum dan pelalk-
sanaannya menjamin persamaan kedu-
‘dukan baik di lapangan politik may-
pun di lapangan ekonomi. Ini berart
pelaksanaan ‘dan pengembangan hu-
kum dilihat dari sudut bantuan hukur
strukiura! “harus dilaksanakan dalam
konteks furnt membangun masyarakat
adil"dan makmur 9). Secars ringkas da-
pat “dikatakan bahwa secara makro
strategls, bantuan hukum struktural
harus berodentasi pada upayas pro-
akiip dalam mengkondisikan pemer
dekaan dari strukiurstrukiur ekspoi-

tatip dalam masyvarakat.10)

2. Program :

Menurut hasil-hasil Lokakarya Ban-
tuan Hukum se indonesia, Prapat, 20
—23 'Nopember 1980, 11) program
bantuan hukum strukiural seharusnya
memiliki kriteria-kriteria sebagai ber-
kut :

1. Jelas diarabkan kepada rakyai mis-
kin vang tertindas;
2. Merupsakan suatu aksi terpadu yang

8. 1. Mulya Lubis, "Bantuan Hulwm Siuk-
tieral: Redistiibusi Kekuasaen dan FPar-
tisipasi davi Bawah', Makalah pada Lo-
kakarya Beptuen Hulwm se-Indonesia
diselenggarakan oleh Program Penunjang
Bantwan Hukum Indonesia, 17-20 Mei
1981, hal. 22, Lihat juga tulisan-tulisan
T, Mulya Lubls, "Gerakan Bantuan Hu-
kum di Indonesia: Sebuah Smdi Awal”
dan "Mengupa Bantuwan Hukum Stiuk-
rural”, dalom Abdul Hakim G. Nusantora
dan Mulyana W. Kusumah, eds, Beberapa
Pemikiran Mengenai Bantuan FHulkum:

Ke areh Bantwan Hukum  Srruktural
{Bandung: Alumni, 1981}
9. Abdul Hekim . Nusantara, "Bantuan

Hukum dan  Kemiskinan Struktural”,
Ibid, hal. 16 dst.

10. Mulyana W, Rusumah, “"Beberapia Masg-
lah Sekitar Bantuan Hulwm Strwkiural”

Ibid, hol 44 dst,
T3 FROEY Ffeorl 2averdl T ol dagnsm BN o o s E¥. .



: .gasxéen an non—htlgas,

Hblsa dmicur secarg.}\.uahtatlp dan
kuantitafip; '
. Dldasarkan_ pada pnns;p pembiaya-

> Reahsasz fogram d;barq dalam dua
fahap yakm Jangka pendek dan jangka
janh. Pada fahap janika pendek yaitu
minimal membernkan pelayanan bantu-

" an hukum kepada rakyat miskin.ydng -
membutuhkan dengan program jaﬂf’kd__ :

pendek yang uiama: penyediaan prasa-
rana, . penyempurnaan organisasi ‘dan
staf, sedangkan dalam jangka 'panjang
intl program yang dilaksanakan adalah

konsientisasi dengan program-program . -
yvang bervariasi terdizi darm program . .

pelayvanan hukum, pendidikan hukum,
penelifian kebutuhan hukum yakyat
miskin, hak asasi manusia, publikasi

Operasionalisasi program dicoba di-.

wujudkan melaluj suatu bentuk organi-, .
sasi vang terdinl darn dua divisi yvakni

vang menyelenggarakan kegiatan-ke-

giatan litigasi dan yang melaksanakan.

kegiatan-kegiatan non-litigasi. Kegi-
atan divisi litigasi berpusat pada pe-
aveienggaraan konsultasi dan pena-
nganan perkara yang didayagunakan
unfui mencapai fujuan-tujvan bantuan
hukum strukiural, sedangkan dividi
nonditigasi terdiri dari dua komponen
kegistan utama mencari aiternatip ba-
mu pemberian bantuan hykumn dan ”pe-
mahaman” atas konsientisasi, seria
penerangan hukum dan hak-hak asasi
manusia serta kaderisasi, 12)

Hanya melalui monitoring dan eva-
luasi vanz cermat, sistemafik dan ber
kesinambungan, kelak dapat dijawab
pertanvaan : sejauh mana efickiifitas
organisasional LBH vang digambarkan
di atas dalam mengimplementasi kon-

12 Adnon Buyung Nesution, "'Kegidian Litie

mempa}can_ perkawman antdm Aiti- _sep bantum ‘hukam struktural 2]

pada:sdahap:awal fentunya: ham_,__
persoa,l}xan apakah; pmgram-program
yvang' chsusun memang sudail-menmipas
kan pengejawan‘aahan konsep bantua :
hukum struktural ? G

ldeclogi hukum progressip sepcm i

bantuan hukum struktural hanya akan g

merupakan gagasan L_lt_DplS yang men
gantung jika tanpa diferjemahkan k
dalam aksi dan program secara tepat."_:

PENGORGANISASIAN YANG }m-:j”- '
GAIMANA? '

Perubahan sejarah senantiasa mem-'

punyai ‘suain kualitas dinamik, demi--

kian pula halnya sejarah organisasi

bantuan hukum di Indonesia, y,__no '
kian menampilkan ciri-ciri keiemba— 2
.gaan vang berpijak pada realitas sosial

di dalam masvarakat, Hal ini dapat__'
menimbulkan akibat ganda: membeku
dan kurang peks terhadap perubahan, .

__atau memperlihatkan ciri-ciri reaktip

vang dapat merugikan eksisiensinya.
Akibat pertama akan meniadakan ak-:
tualisasi potensinya, sedangkan akibat
yang ke dua akan mengurangi kapasi-
tas dalam perjuangan jangka panjang

'_meng:km ketidak adilan strukiural.

" ‘Daftar perscalan yang harus diha-
dapi oleh organisasi bantuan hukum
yang berketetapan hati untuk me-
ngemban perapan historis sebagai kom-

ponen dalam proses transformasi struk-
. tural masih panjang, dan dalam keada-

an ini pilihan-pilihan makro-strategis
dan mikro-takiis amat diperukan nn-
tuk, pada gilirannva diwujudkan ke
dalam pentzhapan prioritas operasi-
onal yang bermakna.

Pi . samping  hambatan-hambatan
kuliural dan struktural dag klas-klas
dan pusat«pusat kekuasaan yang - di-
untungk.an oleh realifas sosial sekarang,
maka pengorganisasian bantuan. .hu-
kum struktural periu memperhatikan
perkembangan dua aspek vang akan
timbul sebagai hasil ‘interaksi antara

R TR PRt T e A T T T E T A |




Huloum dan Pembangun an

Ke eiua aspek tersebut adaiah

. Pertama; pertumbuhan kesadaran
+-massa -akyat tertindas yang jelas
wberpengaruh secara timbal balik pa-
o da~penentuan kegiatan organisasi

bantuan hukum;

Kedus, pertumbuhan tahap parti-
sipasi yang meneniukan macam reg-
litas vang harus diubah.

““Pelaksana Bantuan
“Hukum Struktuml

Massa Rakvat
Tertindas

Interaksi

k

Perkembangan
kesadaran

Perkembangan
partisipasi

¥

Realitas
vang akan dinbah

7

Proses permanen uniuk

mengikis ketidak adilan
struktural

Pertumbuhan kesadaran serta per-
tumbuhan tahkap partisipasi, 13) agak-

13, Lihat: Mulyana W. Kusumeah, "Halk-hak
Strategis Kaum Pekerja™, Makalah unak
pengantar Diskusi Perbunthan di LBH
Jakarta, 18 Juli 1981, Bandingkan de-
ngan misalnya Paulo Freire, Cultural
Actlon for Freedom, yang mengemuka-
kan gahap perkembarngan kesadaran an-

nya dapat dijelaskan melalui wambar-
an di bawah ini, di mana pada setiap
momentum pertiumbuhan kesadaran
pelaksana bantuan hukum struktural
harus secarz responsip ditingkatkan
dan dengan demikian juga penentuan
kegiatan organisasi baniuan lwkum
harus serasi dengan pertumbuhan dan




| TAHAPIL | TAHAP I | TAHAP IV| TAHAP V
kesadaran | kesadaran ' | kesadaran  |kesadaran | kesadaran =i
sebagai * | untuk meru- | yang timbul jadanya | golongan |ideologis |
hasil " imuskanke |sebagaiha- [realitas menuju
interaksi | pentingan, = {sil tahap penindas
antara | mengorgani- | Il dan pema-|an dan
tuntutan |sasikan dan | haman kon-|untuk "
kebutuhan | memperjuang-| tradiksi~ | mengambil [
denganke- | kankepen- | kontradiksi |langkah
tidak'ter- | tingan'ke- | politik, terhadap -
penuhannya ! lompok | ekonomi unsur
g TR SN AR Sl da_ﬁ - reé}itas -
sosial vang me-
R e
PASIP AKTI? REFLEXSIP REAKTIP DAN LIBERATIP

partisipasi, Mario Padron C, 14) me-
ngemukakan pentahapan partisipasi
rakyat vang dimulai dari partisipasi
pasip yakni penerimaan ataw pencapai-
an kesempatan untuk memperoleh ke-
untungankeuntungan konkrif, partisi-
pasi pasipreflektip vang seringkali di-
namakan konsientisasi (atau pendidik-
an terpadu) dengan tujuan utama me-
nyadarkan rtakyat terhadap dimensi
dimensi struktural dan historis masa-
lahnya, partisipasi aktip yang merupa-

kan tahap keiiga mencakup alsi-aksi’

ke arah pengorganisasian rakyat lapis

14, Mario Padion C., "Non-Govermmental
Development Centres and Popular Parti-
cipation’. Notes jor debate, The Hogue:
Institute of Social Studies, DESCO, May

bawah bahkan melampaui batas-batas
untuk kepeniingan kelompok vang
bersangkutan semata-mata dan partisi-
pasi aktip-refleksip yang merupakan
bentuk paling menyeluruh yang dapat
mencakup disain, perumusan dan pe-
ngujian alternatip strategi-strategi pem-
bangunan,

Jenis dan isi kegiatan serta peng-

organisasian  bantuan hukum  struk-
tural tak . terelaklkan lagl harus mem-

pertimbangkan aspek pertumbuhan ke-
sadaran dan perkembangan partisipasi
dari kelompok sasarannya {dalam hal
ini massa rakyai tertindas), dan de-
ngan begitu program minimum mau-
pun maksimum harus dikaji dengan
memperhitunekan ke dua assnek tarce.



"da ASAIAVE mempakan paduan antara

':Lksz kuiwxal dan aksi struktural se-

'c;ara “terorganisasi seharusnya mempro-
keblamn«kecrzalannya dalam’

gramka
vang: i gi{up aksi kultural untuk
menyadaﬂ{an massa rakyat tertindas,

-memun hkan hukum sesponsip 15}

Vang menmg,,aikan corak legalitas

vang terkungkung oleh strukiur pe-

égendalian dan ketergantungan, dan
mewamainya' dengan coral legalitas di
mana pengambilan prakarsa dan peran-
an merdeka darl warganegera dalam
mengklaim -hak-hak dasarnya secara

-yuridis terjamin (ini, sekaligus vitalisasi
budava hukum), serfa mengupayskan

ke, araih pemilitan dan pengendalian

135 Pengertan hufaun responsip ni diben-

-\ fangkan secara renarik’ oleh FPhilippe
Nonet dan Philip Sefznick, Low and
Soctery in Transition: Toward Respon-
sive Law (New York: Harper Colophon
Books, 1978).

" harus terpusat pada usaha mengorge-:

Hukum dan Pembangim g

sumberdaya - hukum massa rakyé_t-g
miskin, 16) sedangkan aksi struktural

nisagikan setiap gagasan dan aksi ko-

. leXiip massa rakyat ke arah proses pe-ﬁ

merdekaan dari struktur-strulkctur yang;
tidak adil serta usaha-usaha lain gupa:
mumbentuh syaraf-syarat obyektip b

Den:,kondzslan perubahan-perubah'an :
stmkiural Kedus aksi itu harus serasi!
dan terpadu serta dapat dijalankan da-
tam arena hukum maupun jzlan noy :
yuridis. Politisasi organisasi bantuan
hukum memang merupakan langkah |
strategis yang tak terhindarkan harus:
ditempuh. :

16, James CN. Paul dan Clarence J. Diog
menonuskan Sinberdaya huln {legal
resources) ini sebagai: . . kaowiedge
ang skills whiel enable people, themgelv-
es, working colleetively ro understand
lew and use ftu effectively fo perceive,
articulate and qdvance or protect their
G teresis. VU Linatr James CON. Pawl
dan Clarence J. Dias, Law and Legal
Reseurces of the Rural Poor For Self
Relignt  Developmeitt, Intemational
Center for Law in Development, Juli
1881, dalam bagiun Pendahininan,






